
BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa perlu disusun perencanaan
pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah jungto Pasal 66 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan
Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan
Desa, maka untuk memberikan pedoman bagi
pemerintah desa dalam penyusunan rencana
pembangunan desa, perlu diterbitkan Peraturan
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor
1820);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2005 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010
Nomor 05);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011
Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAHAPAN, TATA CARA
PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kotabaru.

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Kotabaru.

6. Desa adalah desa yang ada di dalam Kabupaten
Kotabaru.

7. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban desa tersebut.

8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
dalam Kabupaten Kotabaru.

10. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes
adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat
oleh BPD bersama Kepala Desa.

11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.

12. Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa yang nyata baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya
saing, maupun peningkatan indeks pembangunan
manusia.

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah
pedesaan dalam jangka waktu tertentu.
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14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat dengan RPJM Desa adalah
dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima)
tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan
desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan
umum, dan program, dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program
prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

15. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang
selanjutnya disingkat dengan RKP Desa adalah
dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu)
tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang
memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang
dimutakhirkan, program prioritas pembangunan
desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan
maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM
Desa.

16. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
yang selanjutnya disingkat DU RKP Desa adalah
daftar yang merupakan usulan kegiatan
pembangunan desa yang menggunakan dana yang
sudah jelas sumbernya baik APBN, APBD Provinsi,
APBD, APB Desa, swadaya dan kerja sama dengan
pihak ketiga.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa
dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

18. Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat
Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah
lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa
masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam
menampung dan mewujudkan aspirasi serta
kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

19. Kader Pemberdayaan Mayarakat Desa yang
selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota
masyarakat desa/kelurahan yang memiliki
pengetahuan, kemampuan dan kemampuan dalam
membantu mendorong (member motivasi) dan
menggerakan masyarakat desa/kelurahan untuk
berpartisipasi dan memiliki peran dan pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan partisifatif.

20. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem
pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama
secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang
merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama
berakar budaya di wilayah Indonesia.


